
Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN ?ENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

DINASPERTANIAN,PERKEBUNANDANPETERNAKAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten katingan Nomor 7 Tahun 2OLS tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan

Tata ?"rj" Dinas Daerah Kabupaten Katingan, maka

perlu diietapkan Peraturan Bupati Katingan tentang

Tlrgas Pokok, Fungsi dan uraian T\rgas Dinls Pertanian,
peikebunan dan peternakan Kabupaten Katingan;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana
dimaksudpadahurufadiatas,perlrrmenetapakan
Peraturan.nupatiKatingantentangTuqas.|okok,
Fungsi dan Uraian T\rgas Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Katingan;

:l'.Undang-UndangNomor8TahunLgT4tentangPokok.
pokok'i<"p"g.*Xan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-UndangNomor4STahun1999tentang
perubaTran Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian

(I.embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun|999
Nomor 169, T;bahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
pembeitukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
- 
Lamandau'

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

KabupatenMurungnayadanKabupatenBarito-Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 18, Tambahan
lrmbaranNegaraRepubliklndonesiaNomoralS0);

3. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Republik Indonesia
Lembaran Negara

Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Republik Indonesia Nomor a2861;

4.Undang-UndangNomorlTahun2oo4tentang
perbendaharaai Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);



5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
perimbi.ngan K"uangan arltara pemerintah llusat dan
pemerintah Daerali {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
pembeitukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik 

- 
Indonesia Tahun zALl

i.lo*o, 82, T-ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523al4

Undang-Undang Nomor 5 Tahun zAU tentang Aparatur

sipil ff"g*. ff,embaran Negara Republik Indonesia

Tarrun iot+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a\;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang

Pemerint ahan baerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244,Tambahan Lembaran

N*g"t"RepublikindonesiaNomorS5ST),sebagaimana
tellh diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
Undang Nomor 23 fahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Oi5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

JabatanFungsionalPegawaiNegeriSipil_(Lembaran
N&;r" Repu6tit< Indonisia Tahun L994 Nomor 22'
Tairbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor LSaTl;

Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2ooo tentang

PengangkatanPegawaiNegeriSipildalamjabatan
Stnit<tural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ooo Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaim_ana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1O0 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri sipii dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara

Refiublih lnd.onesia Tahun 2OA2 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$al;

1i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara
Rep[tut< Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraSTS};

t2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

PemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
DaerahKabupatenlKota(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

9.

10.



L4.

15.

16.

18.

t9.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT Tentang

brganisasi Perangkat Dae13h {Lemba1a1 Negara

Reiublik Indonesia-Tahun 2OO7 Nomor gg, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2}lt tentang Pembentukan Peraturan
p"t"rra"t g-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah yang

menjadi Kewenang*r, ee*irintah Kabupaten Katingan

(Lenibaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7
Tahun 2oL5 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinal Daerah

Kabuplten katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Xatinian Tahun ZbtS Nomor 53, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 57 Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
wegaraRepublik Indonesia Tahun 2oL5 Nomor 2036).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan'

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
irf.y.t daerah menurut asas otonomi dan tugas
p"*b*nt ran dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dula*
sistem dan priniir ru"g".a Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.



4. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran'

membawahkan :

a. Seksi Usaha dan Pemasaran Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

b. Seksi Usaha dan Pemasaran Perkebunan; dan

c. Seksi Usaha dan Pemasaran Peternakan'

5. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :

a. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan;

b. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan; dan

c. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan'

6. Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan'

membawahkan :

a. seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebr'rnan; dan

c. Seksi Perlinciungan Hewan'

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
DINASPERTANIAN,PERKEBUNANDANPETERNAKAN

Pasal 3

Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada- dibawah dan

bertan[gungfawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
pembantuan urusan daerah di bidang pertanian tanaman

|u,ttgr.tt, hortikultura, perkebunan dan peternakan'

12\ untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimksud pada

ayat (1), Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dasar, kebijakan teknis
operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura,
peternakan dan perkebunan sesuai kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-
Undangan Yang berlaku;

b. Penetapan standar teknis peiayanan minimai di bidang
tanaman pangan' hortikultura, peternakan dan
perkebunan;

c. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran
penyelenggaraanpembangunanpertanian,perkebunan
dan peternakan;



d. penyed.iaan dukungan pengembangan infrastruktur,

=*rirl", perlindung&fl, benih, pengolahan dan

p"*"*rt..t hasil, kelembagaan, pembiayaan, investasi'

i"ri"i""", sumber daya manusia dan teknologi spesilik

iokasi dibidang tanaman pangan, hortikultura'
perkebunan dan Peternakan;

Melakukankoordinasi,integrasi,sinkronisasi'
sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan

p"*du.rrgrr"r, di bidang pertanian, perkebunan dan

i"i"t*"["n daerah oleh semua pemangku keinginan;

Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian'
perkebunan dan Peternakan;

Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan

ti*ti.rgrIi teknis, 
- 
pengawasan, pemantauan dan

evaluas] bidang tanaman pangan, hotikultura'
perkebunan dan Peternakan;

h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan,pengendalian'
monitoring, evaiuasi dan peiaporan penyeienggaraan

pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah'

e.

ob'

Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 5

(1) Kepala Dinas Pertanian: _ferketunan 
dan Peternakan

mempunyal tugas memrmpin, mengkoordinasikan dan

mengendllikan seluruh kegiatan Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Peternakan'

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada. ,ayat (1), Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Plternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan rencana strategis Dinas Pertanian,
Perkebunan danPeternakan'

b. Merumuskan program kerja Dinas Pertanian'

Perkebunan dan Peternakan;

c. Mengkoordinasikan program kerja Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan;

d. Mernbina/membau'ahi sekretariat dan Bidang-bidang
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

e. Mengarahkan bawahan untuk pelaksanaan tugas dinas;

Memfasiiitasi bidang-bidang dan sekretariat;

Melaksanakan tugas kedinasan;

Melaporkan pelaksanaan tugas kedinasan sebagai

akuntabilitas kinerj a;

i. Mengevaluasi, mengidentifikasi kinerja bawahan; dan

j. I\{engendalikan dan mengevaluasi kinerja bawahan.

f.

ob'

h.



(3)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksud
ayat {2];, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
Peternakan mempunyai uraian tugas :

a.Merumuskankebijakandasar,kebijakanteknis
operasional,dibidangPertanian,Perkebunandan
Peternakansesuaikebijaksanaanyangditetapkanoleh
Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;

b.Penetapanstanclarteknispelayananminimaldibidang
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

c. Membuat dan mengusulkan rencana anggaran

penyelenggaraan pembangunan Pertanian' Perkebunan

dan Peternakan;

d.Penyediaandukunganpengembanganinfrastruktur,
sarana, perlindung&r, benih, pengolahan dan

p"**"*a* hasil, kJembagaan, pembiayaan' investasi'
perijinan, sumber daya manusia dan teknologi spesifik

ai Uia.ttg Pertanian, Perkebunan dan Peternakan'

e. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas

dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan di

bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan daerah

oieh semua Pemangku keinginan;

f. Pembinaan Pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian,

Perkebunan dan Peternakan;

g. Penyelenggaraan pengaturan, P€ffibinaan dan

bim-bingan teknis, 
- 
pengawasan, pamantauan dan

evaluas-i bidang Pertanian, eerkebunan dan Peternakan;

dan

h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian'

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraall

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di daerah.

Bagian Ketiga
SEKRETARIS

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian

tugasDinasPertanian,PerkebunandanPeternakan
mJtiputi Llrusan perencanaali dan pelaporan, umllm'
Kepegawaian dan keuangan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat(U,SekretarisDinasPertanian,Perkebunandan
P-eternakan mempunYai fungsi :

a. pen5rusunan kebijakan teknis administrasi umum dan

keplgarvaian, keuangan dan perencanaan dinas;

b.Penyelenggaraankebijakanadministrasiumumdan
t epega*aiat, keuangan dan perencanaan dinas;

c. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian'
pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian; dan

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegitan lingkup
dinas.

pada
dan

(1)

{21



(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada. , 
*y*t (2\, Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebufiarr dan

Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kerja sekretariat Dinas

berdasarkan rencana dan sasaran yang telah

ditetaPkan sebagai Pedoman kerja;

b.Mengkoord.inasisegalakegiatanantarabidangdalam
lingkr-rP dinas;

c. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan

administrasi dinas;

d.Memberipetunjukanalisisdanpengembangankinerja
dinas;

e. Mengkoordinasikan/menyelenggarakan perencanaan,

pelafsanaan, pengend"alian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan dinas;

f. Memberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan
danlatihandalamrangkapengembangansumberdaya
aparatur dinas;

g. Mengatur urusan tata usaha, keuangan' aset'

perencanaan dan pengend'alian serta pembinaan

kepegawaian dinas;

h. Mengatur tata'naskah dinas dan rumah tangga dinas;

i. Melaksanakan inventarisasi semua barang bergerak

dan tidak bergerak milik dinas;

j. Memberi petunjuk pemelihataarl keamanan dan

ketertiban Pada lingkungan dinas;

k. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sub

BagianUmumdanKepegawaian,SubBagianKeuangan
dan Sub Bagian Perencanaan;

1. Menyedia pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian,SubBagianKeuarlgandansubBagian
Perencanaan;

m. Mengembangkan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Umumdan-xepegawaian,SubBagianKeuangandan
Sub Bagian Perencanaan;

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum

dan Kepega',riaian, Sub Bagian Keuangan dan

Sub Bagian Perencanaan;

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sekretariat Dinas

kePada KePala Dinas;dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 7

Sekretaris membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Pen5rr-rstlnan Program dan Pelaporan



Paragraf 1

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGA\VAIAN

Pasal I

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
'-'irrg^* membantu pimpinan dalam pengelolaan urusan

adLinistrasi umum, surat men)rurat dan kearsipan,

rumahtangga,organisasidantatalaksana'analisis
jabatan serta administrasi kepegawaian;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
' ' 

"yu.t 
(1), kepala Sub Blgian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan fungsi menyusun rencana;

b.Melaksanakanfungsimenyediakanbahan/data;
c. Melaksanakan fungsi mengonsep rencana urusan

umum dan kePegawaian;

d. Melaksanakan fungsi membimbing bawahan; dan

e. Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan
kegiatan pengelol"aatt ur.is'n umum dan kepegawaian

dinas.

(3)Untukmelaksanakanfungsisehagaimanayangdimaksud
pada ayat (21, Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian memPunYai tugas :

a. Melaksanakan urusan surat men5rurat, pengetikan,

penggandaan dan tata kearsiPan;

b. Melaksanakan analisis kebutuhan perlengkapan
kantor dan kebutuhan lainnya serta melaksanakan
penneliharaallperlengkapandanperalatankantor;

c. Menyusun rencana kebutuhan serta mengurus
p.*l1ih*aan kebersihan dan keamanan kantor, tugas

keprotokolan dan perjalanan dinas;

d. MenyiaPkan data dan
kepegawaian;

pengolahan administrasi

e. fuieiaksanakan proses ientang keciudukan hukum
pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan

kesej ahteraan Pegawai;

f. Menyiapkan bahan untuk penJrusunan dan
penyempurnaan organisasi dan tatalaksana;

g. Melaksanakan
kemasyarakatan;

tugas-tugas hubungan

h. Melaksanakan pembinaan terhadap staf/pelaksana
lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas'



Paragraf 2
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
membantu pimpinan dalam rangka penyusunan
anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan
fungsi:

a. Melaksanakan fungsi perencanaan program dan
kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan fungsi administrasi keuangan dinas;

c. Melaksanakan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan
pengelolaan keuangan dinas; dan

d. Melakasanakan fungsi kegiatan Sub Bagian Keuangan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat {21, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai
uraian tugas :

a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas pokok men5ruslln
rencana, menyediakan bahan data, membuat konsep,
melaksanakan, membimbing, memantau dan
mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengelolaan
dan penatausahaan keuangan dinas;

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan akutansi
dinas;

c. Melaksanakan program dan kegiatan sub bagian
keuangan;

d. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh bidang dan
sub bagian lain dilingkungan dinas;

e. Melaksanakan sistem akutansi dinas;

f. Membimbing bawahan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. Memantau, mengevaluasi dan meniiai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan;

h. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai dasar pengarilbilan kebijakan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksallaan tugas.



Paragraf 3
SUB BAGIAN PEMUSUNAN PROGRAM

DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Kepala sub Bagian Pen5rusunan Program dan Pelaporan

mempuJlyal tugas membantr-r pimpinan dalam rangka
koordinasi penyusunan program seluruh kegiatan bidang;

(2) Untuk tugas Pada
Pen5rusunan Program
fungsi:

ayat (1), KePala Sub Bagian
dan Pelaporarl menYelenggarakan

a. Melaksanakan fungsi penyusunall program dan
kegiatan;

b. Melaksanakan fungsi pen)rusunan anggaran;

c. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi; dan

d. Melaksanakan fungsi pelaporan.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimalla yang dimaksud
pada ayat (21, Kepala Sub Bagian PenSrusunan Program

dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun
anggaran Sub Bagian Penlrusunan Program dan
Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang
akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkr:ngan sub
Bagian 

-Penyusunan Program dan Pelaporan sesuai
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupull
tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan
sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan bti\
secara li"rn maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan
SubBagianPenyusunanProgramdanPelapora.n
dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempuraan hasil kerja;

e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan
SubBagianPen5rusunanProgramdanPelaporan
berdasartan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan
prograrn, kegiatan dan anggaran;

g. Menyiapkan bahan/data penetapan kebijakan,
pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan pengendalian lahan
pertanian, perkebunan dan peternakan;

h. Menyediakan bahan/data pemetaan potenst
pen[elolaan lahan pertanian, perkebunan
peternakan;

dan
dan



(1)

{21

i. Menyediakan bahan ldata pengaturan dan penerapan
karvasan pertanian, perkebunan dan peternakan
terpadu;

j. Menyiapkan bahan koordiansi pemantauan, evaluasi

dan 
- pil^po."t, program, kegiatan, anggaran dan

kinerja;

k. Melaksanakan pelaporan LAKIP, LPPD dan Laporan

Tahunan;

1. Melaksanakan pelaporan realisasi bulanan dan
triwulan anggaran;

m. Menyiapkan bahan perencanaan kerjasama (dalam

daerah dan luar daerah);

n. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian'

*orritoiitg, evaiuasi dan peiaporan pelaksanaan

tugas;

o.Menyediakankonsepnaskahdinasuntukrencana
progit** legislasi daerah/produk hukum daerah

sesuai kewenangan dinas dan dokumen perencanaan

dinas;

p. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

PenyusunanProgramdanPelaporanbaikSecara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai

sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas'

Bagian Ketiga
BIDANG BUDIDAYA DAN PRODUKSI

Pasal 1 1

Bidang Budidaya dan Produksi, mempunyai tugas pokok

melakianakan penyusunan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang Bidang Budidaya dan Produksi'

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud paaa ayat (1), Kepala Bidang BudidaS'a dan

Produksi mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan'

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, ftEpala Bidang Budidaya dan Produksi
mempurryai uraian tugas :

a. Menyelenggarakan pen)rusunan rencall.a kegiatan dan
progr* t"rj" pada Bidang Budidaya dan Produksi;

b. penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan

kebijakanbudidayadanproduksitanamanpangan
dan 

-ho 
rtikultura, perkebunan dan pe te rnakan ;



Menyelenggarakan program dan kegiatan bidang
budidaya dan produksi tanaman pangan dan
hortikultura, budidaya dan produksi tanaman
perkebunan serta budidaya dan produksi peternakan;

Menyelenggarakan indentifikasi, potensi, pemetaan'

tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk
pengembat ga, budidaya dan produksi tanaman

i"rE"" daJhortikultura, perkebunan dan peternakan;

Membina, mengendalikan dan mengevaluasi budidaya
dan produksi tanaman panga.tl dan hortikultura,
perkebunan dan Peternakan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya'

Pasal 12

Bidang Budidaya dan Produksi, membawahkan :

a.SeksiBudidayadanProduksiTanamanPangandan
Hortikultura;

b. Seksi Budidaya dan Produksi Perkebunan; dan

c. Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan'

Paragraf 1

SEKSIBUDIDAYADANPRODUKSITANAMANPANGAN
DAN HORTIKULTURA

Pasal 13

(1) Seksi Budidaya dan Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultur^ ir"*punyai tugas pokok menyiapkan dan

melaksanakan kegiatan di seksi Budidaya dan Produksl

Tanaman Pangan dan Hortikultura;

(2) Untuk menyelenggarakan -tugas 
p*qk-sebagaimana

dimaksud p.a* ayat (1), Kepala Sgkqi Budidaya dan

Produksi Tanaman' Pangan dan Hortikultura mempunyai

fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengall'asan'

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), 

-ilepala 
Seksi Budidaya dan Produksi

Tanaman Pangan d"t Hortikultura mempunyai uraian
tugas :

a. Merencanakan program dan kegiatan seksi Budidaya

dan Produksi Tana-ma-n Pangan dan Hortikultura;

C.

d.

e.



b.

c.

d.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Budidaya
dan Produksi Tanaman Fangan dan Hortik-ultura;

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data
produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Menyiapkan ped"oman, petunjuk teknis dan
p"*Litt".t pengembangan Tanaman Pangan da

Hortikultura;

Menyusun rencana iuas tanam dan kebutuhan benih
Tanaman Pangan dan Holtikultura;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan
dan hortikultura;

Mengkoordinasikan, memantau, dan mengawasi
p..ryidi*"tr, penyaluran elan penggunaan benih
tanaman pangan dan hortikultura;

Melaksanakan pembinaan, pengkajian dan
pengembarrgan teknoiogi dan penytapari rekomendasi
produksi tanaman pangan dan hortikultura;

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis
pengemballgan produksi tanaman pangan dan
hortikultura; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnya.

Paragral 2
SEKSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI PERKEBUNAN

Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

Melaksanakan fungsi pengendalian;

Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

Melaksanakan fungsi Pengawasan

e.

ob'

h.

1.

j.

Pasal 14

(1) Seksi Budidaya dan Produksi Perkebunan mempunyai
tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di
seksi Budidaya dan Produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok- sebagaimana
dimaksud pada 

- ayat (1), Kepala Seksi Budidaya
Perkebunan mempunYai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c.

d.

e.

a.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
padaayat(2),KepalaSeksiBudidayaPerkebunan
mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan untuk keperluan
pelalsanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Seksi

BudidaYa dan Produksi Perkebunan;

b. Meiaksanakan pembinaan dan pengawasan budidaya
tanaman Perkebunan;



c. Melaksanakan pengawasan pengeiolaan tanah,
kesuburan tanah dan produktivitas tanah;

d. Melakukan uji terap teknologi budidaya perkebunan

dan menyebailuaskan informasi kepada petani;

e. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada

petani mengenai penerapan teknologi anjuran,
pengujian teknoiogi komoditi, ieknologi pemupukan
irt, t it',rburan tanah teknologi pola perkebunan;

f. Mengumpulkan dan mengolah data mengenai produksi
peralUunan dalam rangka pembinaan? pengembangan

d"tr p"ng.*asan kultur teknis perkebunan;

g. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman

perkeburran, identifikasi pengembangaR varietas

Lnggul loka1 dan pemantauan benih impor;

h. Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka
pembinaandanpengembanganintensifikasi,
Lkstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan
peremajaan kegiatan produksi perkebunan;

i. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan
pengelolaan sentra produksi perkebunan;

j. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan
" 

metat<sanakan bimbingan teknis penerapan pedoman

perbenihan Perkebunan;

k. Menyiapkan bahan, men)rusun rencana dan

metaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan
pengadaan, penetapan sumber benih dan bahan
tanaman Perkebunan;

1. Men3,'iapkan bahan, menlrusun rencana dan
melaksanakan penga\Masan mutu tanaman
perkebunan;

m. Menyiapkan bahan, men1rusun rencana dan

melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar
mutu benih perkebunan dalam negeri maupun benih
impor;

n. Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan

melaksanakan bimbingan dalam pengelolaan balai

benih perkebunan daerah;

o. pembinaan dan bimbingan perbanyakan, peredaran,
penggunaan serta pemantauan produksi dan
penerapan standar teknis perbenihan perkebunan;

p. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi
' budi&aya au,, Produksi Tanaman Perkebunan

berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai

bahan masukan bagi PimPinan; dan

q. Melaksanakan tugas lainyang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnYa.



Paragraf 3
SEKSI BUDIDAYA DAN PRODUKSI PETERNAKAN

Pasal 15

(1) Seksi Budidaya dan Produksi Peternakan mempllnyal
tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di

seksi Budidaya dan Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok - sebagaimana

dimaksud iada 
--*v*t (1), Kepala Seksi Budidaya

Peternakan mempunYai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan'

(3) Untuk rnenyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kepala Seksi Budidaya Peternakan

mempunyai uraian tugas :

a.Men5rusunrencanakegiatanuntukkeperluan
pelalsanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Seksi

budidaya dan Produksi Peternakan;

b. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan kajian dalam

,r"rrgku. pJietapan kebijakan Budidaya dan Produksi
Peternakan;

c. Menyeienggarakan program pengembangan dan
peningkatan produksi ternak ruminansia dan non
iuminansia, unggas dan aneka ternak;

d. Menyelenggarakan identifikasi, potensi, pemetaan' tata
*^.rg dan pemanfaatan lahan untuk penyebaran dan
pembangunan Peternakan;

e. Menyelenggarakan bimbingan teknis reproduksi
ternak;

f. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan

p"rry"U"ro:r, dan pengembangan serta redistribusi
ternak;

g.Menyelenggarakanpelaksanaaninsiminasibuatan,
pemantauan dan regristrasi hasil insiminasi buatan;

h. Menyelenggarakan bimbingan dan pelaksanaan
pen[aaaan dan atau produksi modiga/teknoiogi dan

pengetahllan, alih modiga/teknologi .serta pemantauan
danlegistrasi hasil modiga/ teknologi;

i. Menyelenggarakan pengembangan penyimpalan'
pengawetli hijauan pakan ternak dan pakan

konsentrat;

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait- 
baiktingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat;

k. Menyelenggarakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi

dan koordinasi; dan



1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnya.

Bagian KeemPat
BIDANG PENGEMBANGAN USAI{A DAN

PEMASARAN

Pasal 16

(1) Bidang Pengemb*tg?t - Usaha dan Pemasaran,
mempunyar tugas pokok melaksanakan penlrusunall
bahan pl.rr*.r*an kebijakan teknis diBidang Budidaya
dan Produksi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan
Usaha dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2], Bidang Pengembangan Usaha dan
Pemasaran memPunYai uraian tugas :

a. Merencanakan dan menJrusun program kegiatan
Bidang Usaha dan Pemasaran;

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para
bawahan lingkungan Bidang Usaha dan Pemasaran;

c. Mengevaluasi serta menilai prestasi keda para
bawahan lingkungan Bidang usaha dan Pemasaran
berdasarkan hasil kerja yang dicapai;

d. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya
aparatur 

- pada bidang pengembangalL usaha dan
pemasaran pertanian tanaman pangan, perkebunan
dan peternakan;

e. Menyiapkan bahan dukungan berupa pola kerjasama/
kemitraan pengembangan pemasaran pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan
peternakan;

f. Menyiapkan bahan kebijakan dan penetapan standar
teknis pelayanan pengembangan usaha, promosi,
pemasaran hasil dan investasi pertanian tanaman
p*rgrn hortikultura, perkebunan dan peternakan;

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan
pengembangan usaha, promosi, pemasaran hasil dan
investasi pertanian tanaman pangan hortikultura,
perkebunan dan Peternakan;

h. Melaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring,
evaiuasi dan peiaporan peiaksanaan tugas di Bidang
Pengembangan Usaha dan Pemasaran;



i. Menginventarisasi permasalahan- permasalahan
masing-masing seksi bidang pengembangan usaha
dan pemasaran, mengumpulkan bahan guna mencari
penyebab dan pemecahannya;

j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha dan
Pemasaran baik secara tertulis maupun lisan sesuai
hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi
atasan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal L7

Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran,
membawahkan :

a. Seksi Usaha dan Pemasaran Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

b. Seksi Usaha dan Pemasaran Perkebunan; dan

c. Seksi Usaha dan Pemasaran Peternakan.

Paragraf 1

SEKSI USAHA DAN PEMASARAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pasal iB

(1) Seksi Usaha dan Pemasaran Tanaman Pangan
Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pengawasan, serta bimbingan usaha, pengolahan dan
pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha dan
Pemasaran Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai
fungsi:
a. MelaksanakanfungsiPerencanaan ;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi Pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2l', Kepala Seksi Usaha dan Pemasaran
Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan Seksi Usaha dan Pemasaran Tanaman
Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;



Membagi dan memberi tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan di lingkungan Seksi Usaha dan
Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai
dengan fungsinya;

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
dalam rangka pengembangan usaha, pengolahan hasil
dan pemasaran hasil tanaman pangan dan
hortikultura;
Menyiapkan bahan penJrusunan rekomendasi dalam
r"trgkt- pengembangall usaha, pengolahan hasil dan
pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;

Menyediakan saran dan bahan rekomend'asi
penyelesaian dan fasilitasi masalah urusan
pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran
tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan
infoimasi pasar komoditas tanaman pangan &
hortikultura;
Menyiapkan bahan promosi dan pemasaran hasil
tanaman pangan dan hortikultura;

Menyiapkan pedoman dan melakukan pembinaan
serta pengawasan distribusi dan pemasaran hasil
pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

Menyediakan pedoman dan pembinaan perijinan
usaha pertanian serta memfasilitasi kerjasafila dengan
sumbei-sumber pembiayaan untuk memperoleh modal
usaha;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya;

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi usaha dan
Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai

bahan informasi dan pertanggungiawaban kepada

atasan; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnYa.

Paragraf 2
SEKSI USAHA DAN PEMASARAN PERKEBUNAN

Pasal L9

(1) Seksi usaha dan Pemasaran Perkebunan mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan,
pemantauan dan evaluasi pengawasan, serta bimbingan
usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan'

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok . sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha dan
Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

b.

c.

d.

e.

f.

h.

1.

j.



c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

Melaksanakan fungsi pengendalian;

Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2],, Kepala Seksi Usaha dan Pemasaran
Perkebunarl mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi Pengembangan usaha
dan Pemasaran Perkebunan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Membagi dan memberi tugas dan memberikan
petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi usaha
dan Pemasaran Perkebunan sesuai dengan fungsinya;

c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
dalam rangka pengembangan usaha, pengolahan hasil
dan pemasaran hasil Perkebunan;

d. Menyusun petunjuk pembinaan keda sama dalam
rangka pengembangan usaha, pengolahan hasil dan
pemasa-ran Perkebunan;

e. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi dalam
rangka- pengembangan usaha, pengolahan hasil dan
pemasaran Perkebunan;

f. Menyediakan saralt dan bahan rekomendasi
penyelesaian dan fasilitasi masalah urusan
pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran
perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan
informasi pasar komoditi perkebunan;

h. Melakukan pengkqjian dan rencana tindak lanjut
pengembangan pengolahan hasil perkebunan;

i. Melakukan bimbingan dan monitoring serta
mengevaluasi pemanfaatan rekomendasi rjin usaha
perkebunan di wilaYah kabuPaten;

j. Melakukan klasifikasi kebun dalam rangka penilaian
kelas kebun;

k. Melakukan pengkqiian dan rencana tindak lanjut
mengenai pemasaran hasil perkebunan;

1. Mengkoordinasikan dengan unsur terkait menyangkut
stabilitas harga komoditas perkebunan;

m. Memberikan saran pertirnbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnYa;

n. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi Usaha dan
Pemasaran Perkebunan berdasarkan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan informasi dan
pertanggungj awaban kepada atasan;dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnYa.

d.

e.



Paragraf 3
SEKSI USAHA DAN PEMASARAN PETERNAKAN

Pasal 20

(1) Seksi usaha dan Pemasaran Peternakan mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan'

pemantaurn du.n evaluasi penga\Masan, serta bimbingan
Lsaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokgk . sebagaimataa

dimaksud pada -iyat (1), Kepala Seksi usaha dan
Pemasaran Peternakan mempunyai fungsi :

a. MelaksanakanfungsiPerencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi Pengawasan

(3) Untuk rn€nSrslsnggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
padaayat(2),KepalaSeksiUsahadanPemasaran
Peternakan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan seksi usaha dan Pemasaran

Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

b.Memberikanpetunjukkepadaparabawahandi
lingkungan Se[si Usaha dan Pemasaran Peternakan;

c. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan di
lingkungan seksi usaha dan Pemasaran Peternakan
sesuai dengan fungsinYa;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
dalam rangka pengembangan usaha, pengolahan hasil
dan pemasaran hasil Peternakan;

e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan

informasi pasar komoditi peternakan;

f. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi dalam
,"t gk"- pengembangan usaha, pengolahan hasil dan
pemasaran Peternakan;

g.MenyediakanSarandanbahanrekomendasi
penyelesaian dan fasilitasi masalah urusan
pengemUanganusaha,pengolahandanpemasaran
pete-rnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit keda terkait
dalam rangka pemasaran dan pengolahan hasil
peternakan;

i. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam
bidang tugasnYa;

j. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi usaha dan
pemasaran Peternakan berdasarkan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan informasi dan
pertanggungi awaban kepada atasan;dan



k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugasn5ra.

Bogian Kelima
BIDANG PRASARANA DAN SARANA

TANAMAN PANGAN

Pasal 21

(1) Bidang Prasarana dan sarana Tanaman Pangan,

mempurlyEtl tugas pokok melaksanakan penyusunan
bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana

dan Sarana Tanaman Pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok- sebagaimana

dimaksud pada ay.t 1t1, Kepala Bidang Prasarana dan

Sarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. MelaksanakanfungsiPerencanaan ;

b. Meiaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi Pengawasan'

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

tanaman Pangan mempunyai uraian tugas :

a.MenyusunProgramkerjaBidangPrasaranadan
Sarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

b.MenyiapkanbahanperumusanteknisBidang
Prasarana dan sarana Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan;

c. Mengkoordinasi pembinaan, pemberdayaan Petani dan
Kelembagaannya;

d. Memfasilitasi perusahaan besar swasta sesuai bidang
tugas;

e. Melakukan Monitori.g, evaluasi dan pelaporan Bidang
Prasarana dan sarana Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya'

Pasal 22

Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan :

a. seksi Prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

b. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan; dan

c. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan'



Paragraf 1

SEKSI PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Pasal 23

(1) Seksi Prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan
Hortikultura mempunyai tugas penyusunan bahan
perumusan kebijakan teknis seksi Prasarana dan sarana
Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud p*a. ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan
sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
fungsi:

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2]}, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian
tugas :

a. Menlrusun program keda/kegiatan seksi Prasarana
dan sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan
pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada
bawahan lingkungan seksi prasarana dan sarana
tanaman Pangan dan hortikultura;

d. Menilai dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan di
lingkungan seksi prasarana dan sarana tanaman
pangan dan hortikultura;

e. Merencanakan dan inventarisasi data potensi lahan
tanaman pangan dan hortikultura ;

f. Melakukan identifikasi dan pemetaan sumber daya
lahan tanaman pangan dan hortikultura;

g. Melaksanakan pengembangan, rehabilitasi,
optimalisasi lahan tanaman pangan dan hortikultura;

h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pemanfaatan, pemantauan, pengembangan sumber air
d"t, teknologi irigasi tanaman pangan dan
hortikultura;

i. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan dan
penggunaan pupuk dan pestisida tanaman pangan
dan hortikultura;



j. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, penerapan,
pengembangan dan pengawasan kebutuhan serta
standar mutu alat mesin (alsin) tanaman pangan dan
hortikultura;

k. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengadaan dan
peredaran alat mesin tanaman pangan dan
hortikultura;

1. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pembinaan
serta bimbingan teknis pembangunan dan
penggunaan prasarana dan sarana fisik tanaman
pangan dan hortikultura;

m. Memberikan sarana menyangkut pelaksanaan
pembinaan dan bimtek prasarana- dan sarana
tanaman pangan dan hortikultura kepada atasan
tentang langkah-langkah yang periu diambil sebagai

bahan tindak lanjut;

n. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugasnYa.

Pasagraf 2
SEKSI PRASARANA DAN SARANA PERKEBUNAN

Pasal 24

(1) Seksi Prasarana dan sarana Perkebunan mempunyai
tugas penJrusunan bahan perumusan kebijakan teknis
Seksi Prasara.na dan Sarana Perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokgk_ sebagaimana
dimaksud pra. ayat (1), Kepala Seksi Prasarana dan
Sarana Perkebunan mempunyai fungsi :

a. MelaksanakanfungsiPerencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi Pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana
Perkebunan mempunyai uraian tugas :

a. MenSrusun program kerjalkegiatan seksi Prasarana
dan Sarana Perkebunan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan
pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

c. Melaksanakan inventarisasi data potensi lahan
perkebunan dan pembangunan kebun masyarakat;

d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemetaan

dan identifikasi sumber daya lahan perkebunan;



e. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pemanfaatan, pernantauan, pengembangan sumber-
iumber air dan teknologi irigasi perkebunan;

f. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan dan
penggunaan pupuk dan pestisida tanaman pangan
dan hortikultura;

g. Melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu
pupuk dan Pestisida;

h. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, penerapan,
pengembangan dan pengawasan kebutuhan serta
*trrd"t *rt -, alat mesin (alsin) perkebunan untuk
masyarakat dan PBS;

i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengembangan
jasa alat mesin perkebunan dan pengawasan serta
pengadaan dan peredaran alat mesin perkebunan;

j. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan
melaksanakan pembinaan serta bimbingan teknis
pembangunan dan pengembangan penggunaall
prasarana dan sarana fisik perkebunan;

k. Memberikan sara! menyangkut pelaksanaan
pembinaan bimtek prasarana dan sarana perkebunan
kepada atasan tenlang langkah-langkah yang perlu
diambil sebagai bahan tindak lanjut;

1. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan
kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugasnYa.

Paragraf 3
SEKSI PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN

Pasal 25

(1) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai
tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan
teknisSetsi Prasarana dan Sarana Peternakan'

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok- sebagaimana

dimaksud p"a* avat t1), Kepala Seksi Prasarana dan
Sarana Peternakanmempunyai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2|, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana

Peternakan mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun program kerja/kegiatan seksi sarana dan
prasarana - Peternakan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;



b. Menyelenggarakan pengembangan padang
penggembalaan, hijauan makanan ternak (HMT)
melalui bibit hijauan unggul;

c. Menyelenggarakan pengembangan alat dan mesin
peternakan;

d. Menyelenggarakan pembangunan biogas ternak di
tingkat peternak;

e. Menyeienggarakan pengembangan mesin pengoiah
hasii sampit g pertanian atau perkebunan untuk
pakan ternak;

f. Menyelenggarakan bimbingan teknis pemanfaatan dan
operasional Alat dan mesin peternakan;

g. Menyelenggarakan pembangunan sarana air bagi
kepentingan Peternakan ;

h. Menyelenggarakan pengadaan alat dan mesin untuk
keperluan Peternakan;

i. Menyelenggarakan pengawasan alat dan mesin
peteinakan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia);

j. Menyelenggarakan inventarisasi kebutuhan alat dan
mesin peternakan;

k. Menyelenggarakan pemetaan produksi dan distribusi
alat dan mesin Peternakan;

1. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lain
dalam p"r,gt 4i"tt dan pengembangan alat dan mesin
peternakan;

m. Menyelenggarakan pembinaan dan monitoring alat dan
mesin peternakan.

n. Menyelenggarakan pembangunan Rumah Potong
Hewan (RPH);

o. Menyelenggarakan pembangunan Rumah Potong
Unggas (RPU);

p. Menyelenggarakan pembangunan Puskeswan; dan

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnYa.

Bagian Keenam
BIDANG PERLINDUNGAN
TANAMAN DAN HEWAN

Pasal 26

(1) Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, mempunyai
tugas pokok melaksanakanf menyiapkan perumusall
tceUi3akan teknis pengendalian OPT Pangan, Perkebunan
dan Hewan serta melakukan bimbingan, koordinasi dan
evaluasi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hewan'

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan
Tanaman dan Hewan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi Perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;



c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f, Melaksanakan fungsi Pengawasan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan
Hewan mempunyai uraian tugas :

a. Perencanaan kebijakan dan program di bidang
perlindungan tanaman dan hewan, peramalan dan
pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)

d"n-orgu.nisme pengganggu tanaman perkebunan dan
pengendalian/ peneegahan penyakit hewan;

b. Penatalaksanaan/pengelolaan kegiatan di bidang
perlindungan tanaman pangan dan hewan, peramalan
i*t orfanisme pengganggu tanaman (OPT)

perkebunan dan pencegahan penyakit hewan;

c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan
tanaman dan hewan;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
perlindungan tanaman dan hewan, pengendalian
brganism. pergganggu tanaman (OPT) pangan dan
perkebunan serta pencegahan penyakit hewan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya'

Pasal27

Bidang Perlindungan Tanaman dan Hewan, membawahkan :

a. seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan

c. Seksi Perlindungan Hewan.

Paragraf 1"

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pasal 28

(1) Seksi Perlindungan Tanalnan Pangan dan Hortikultura
mempunyal tugas tugas menyiapkan bahan dan
melatukan bimbingan penerapan peningkatan,
perlindungan tanaman pangan dan hortikultura'

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. MelaksanakanfungsiPerencanaan ;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;



e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi Pengawasan'

(3) Untuk menyelen ggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
'-' p;;; ayat bl, set<si Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura mempunyai uraian tugas :

a. Merencana kegiatan program kerja per tahrrn

anggaran seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikuitura berdasarkan prioritas target sasaran yang

akandicapaisebagaipedomanpelaksanaankegiatan;

b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan

Seksi perlindirng", Trtt"man Pangan dan Hortikultura
sesuai dengan bidang tugasnya baik-.secara Iisan
maupun t"it rti* agar tugas segera diproses lebih
lanjut;

c. Memberi petunjuk kepada para bawahan Iingkungan
Seksi perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
baik secara Iisan maupun tulisan untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanan

tugas;

d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan
seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura
dengan membandingkan antara hasil keda dengan

Petrinjuk keda untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi
Perlindtrngan Tanaman Pangan d?, hortikultura
berdasarkin hasil kerja yang dicapai sebagai bahan

dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f.Menyiapkanbahankebijakanperlindungantanaman
pangan dan hortikultura;

g. Menyiapkan bahan pengamatan- Organisme

Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikutura;

h.Menyiapkanbahanpetunjukoperasionalpengendalian
dan pemantauan 

- OPT tanaman pangan dan

hortikultura, bimbingan operasional pengendalian dan

pemantauan OPT tanaman pangan, bimbingan
operasional, pengamatan dan peramalan OPT tanaman
pangan, analisa dan lokasi kebutuhan, pengawasan

p...a*".r pestisida, pemantauan serta analisa contoh
residu;

i. Menyiapkan bahan pembinaan pengendalian'

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaku
pelaksanaan tugas;

j.Merencanakandanmelaksanakanpenyelenggarakan
pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan

pengadaan, peredatan, penggunaan pupuk dan

pestisida untuk Perkebunan;

k. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit
usaha pelayanan pupuk dan pestisida;

l.MelakukanperingatandinidanpelaporanSecara
berjenjangterhadappengamananketersediaanpupuk
dan Pestisida untuk Perkebunan;



m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura baik secara tertulis
maupun lisarr sesuai hasil yang telah dicapai sebagai

bahan informasi bagi atasan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugasnYa.

Paragral 2

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal29

(1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai
tugas tugas menyiapkan bahan dan melakukan
UiirUingan penerapan Peningkatan, Perlindungan
Tanaman Perkebunan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat {1), seksi Perlindungan Tanaman

Perkebunan mempunYai fungsi :

a. MelaksanakanfungsiPerencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi Evaluasi dan Monitoring;

d. Melaksanakan fungsi Pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi Koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi Pengawasan'

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat Bl, Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
mempunyai uraian tugas :

a. Menyusun program kerja per tahun
artggaran/kegiatan seksi perlindungan tanaman
peiliebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. Mempel4jari ketentuan, peraturan, .kebijakan, dan
pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;

c. Menyelenggarakan bimbingan, Pemantauan'
pengamatan dan Peramalan OPT;

d.Melakukanpengamatan,identifikasi,pemetaan'
pengendalian,dan-analisis dampak kerugian oPT dan
perubahan iklim;

e. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga
sebagai sumber OPT;

f. Memfasilitasi dukungan pengendalian, eradikasi
tanaman dan bagian tanaman;

g. Pemantauan, Peramalan, pengendalian dan
penanggulangan eksflosif OPT;

h. Pengaturan dan pelaksanaan Penanggulangan wabah
hama dan penyakit menular pada tanaman
perkebunan;

i. Melakukan pembinaan, bimbingan, pencegahan dan
penanganan gangguan usatra perkebunan;



j. Penyebaran informasi keadaan serangan- 
oPT/fenomena perubahan iklim dan rekomendasi
pengendaliannYa;

k. Menghimpun data konflik dan sengketa lahan;

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk
kelangsungan Pelaksanaan tugas;

m. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan
diiingkungan seksi perlindungan Tanaman
Perkebunan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

bidang tugasnYa.

Paragraf 3
Seksi Perlindungan Hewan

Pasal 3O

(1) Seksi Perlind.ungan Hewan mempunyai tugas- menyiapkan
bahan untuk penanggulangan penyakit hewan,
pengendalian dan pemberantasan, penet'apan da9r31
wauatr, tertular dan terancam penyakit hewan. seksi ini
juga bertugas untuk penyiapan dan pengadaan vaksin
d; obat-obatan untuk layanan kesehatan hewan,

monitoring, evaluasi, dan pembinaan teknis
penyelenggatr,", pelayanan kesehatan hewan,
pengawasan obat untuk pengobatan dan pembinaan unit-
unit Pos Kesehatan Hewan, tempat-tempat pemotongan
hewan yang memenuhi ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan
Halal) 

-dan pengawasan keluar masuk ternak ke

Kabupaten.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokgk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi Perlindungan
Hewan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan fungsi perencanaan;

b. Melaksanakan fungsi Pembinaan;

c. Melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring;

d. Melaksanakan fungsi pengendalian;

e. Melaksanakan fungsi koordinasi; dan

f. Melaksanakan fungsi pengawasan'

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat l2l, Kepala Seksi Perlindungan
Hewan mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun
anggaran pada Seksi Perlindungan Hewan
beidasarkan target sasaran yang ingin dicapai'

b. Membagi tugas pada para staf lingkungan seksi
Perlindungan Hewan sesuai dengan tugasnya secara
lisan maupun tertulis agar diproses.

c. MenyiapkaL bahan kebijakan untuk pendataan
penanggulangan penyakit hewan menular
zoonosis.

dan
dan



d. Melakukan pengendalian, pemberantasan dan
pencegahan penyakit hewan.

e. Melakukan pemantauan dan memberikan
rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
hewan/ternak/produk hewan dari dalam dan keluar
kabupaten.

f. Menyiapkan pengadaan vaksin, obat, bahan kimia dan
peralatan pendukung untuk pelayanan kesehatan
hewan.

g. Melakukan pelayanan kesehatan hewan.

h. Melaksanakan pengawasan urusan kesejahteraall
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner'

i. Melakukan pemantauan dan pengawasan ditempat-
tempat pemotongan hewan dan POSKESWAN'

j. Melakukan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan Seksi Perlindungan Hewan
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

k. Melaporkan hasil pelaksanaan seksi Perlindungan
Hewan baik secara lisan ataupun tertulis sesuai hasil
yang dicapai.

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Ketqiuh
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 3 1

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas

sejumi^h t"n"g^ dalam jenjang Jabatan Fungsional yang
teibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2:|, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedelapan
JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 32

(1) Penamaan Jabatan Fungsional umum dirumuskan
berdasarkan hasil analisis jabatan.

(2) Nama-nama Jabatan Fu-ngsional umum di lingkungan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Nama-nama Jabatan Fungsional umum sebagaimana
dimaksud pada ayat {21, dapat disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi perangkat daerah.

(4) Penetapan nama-nama
lingkungan Dinas

Jabatan Fungsional Umum di
Pertanian, Perkebunan dan

Peternakandengan kePutusan Bupati.

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nalna Jabatan
Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam
Jabatan Fungsional Umum.

(7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional umum' ' 
sebigaimana dimaksud pada ayat (6), di lingkungan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dilakukan
oleh sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(g) pemindahan PNS dalam Jabatan Fungsional umum di
lingkungan Dinas Pertanian, Perkebunan dan
peternakandilakukan oleh sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan Kabupaten Katingan melaksanakan tugas
Operasional Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan di Kecamatan yang meliputi Pembinaan
Bimbingan, Pen5ruluhan dan pelatihan di bidang
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {2]1, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan fungsi Pembinaan;



b. Melaksanakan fungsi Bimbingan teknis;

c. Melaskanakan fungsi Penyuiuhan;dan

d. Melaskanakan fungsi Pelatihan.

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (3), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

mempunyai uraiantugassebagaiberikut :

a. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian di Bidang Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan;

b. Melaksanakan Penyuluhan dan Penerapan Teknologi
di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;

c. Melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Hama
dan Penyakit di Bidang Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan;

d. Melaksanakan Bimbingan teknis dan Pengembangan
Teknologi di Bidang Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan;

e. Melaksanakan Pelatihan teknis di Bidang Pertanian,
Perkebunan dan Peternakan;

f. Melaksanakan Pembinaan Terhadap staf / Personil /
pegawai UPTD Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Kecamatan;

g. Melaksanakan, Membina dan Mengawasi Pengelolaan
Administrasi umum, Ketatalaksanakan, Perlengkapan
dan Peralatan; dan

h. Melaksanakan T\rgas-tugas lainnya yang diberikan
oleh atasan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, sekretaris
Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta pemegang

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara

vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor
maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing.

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti,
memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungiawab
kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat Pada waktunYa.

(1)

(21



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, latca Peraturan Bupati Katingan

lqomor 26 Tahu n 2at1 tentang-t igr* Pokok-Fungsi dan Kewenangan Dinas

pertanian Kabupaten Katingan (beriia Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011

N;;, 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

peraturan Bupati ini rnulai lrerlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat *.rrg.tuhuinya, memerintahkan pengUndangan

peraturan Bupati ini dengan penJmpatarnyr. dalam Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, lb -9 - lelb

BUP

H.AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal ,l?'S - bolb
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